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ABSTRAK

Penelitian ini  Dbertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaturan perlindungan upah pekerja
migran indonesia menurut  Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 dan untuk Mengetahui
Bagaimana Pelaksanaan Hak Upah Bagi Pekerja
Migran Indonesia. Dengan menggunakan metode
penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan
yaitu : 1. Pengaturan Perlindungan Upah dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di atur
dalam beberapa pasal dimana Upah menjadi hak
dari Pekerja Migran yang melakukan pekerjaan di
luar negeri, setiap Pekerja Migran yang
melakukan Pekerjaan berhak mendapatkan upah
yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan yang
telah dilakukan, dan Negara. 2. Pelaksanaan Upah
bagi Pekerja Migran diatur dalam perjanjian kerja
yang ada dari pemberi kerja dan penerima kerja
sesuai dengan yang tertuang dalam undang-
undang pasal 14 undang-undang 18 tahun 2017
tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia
Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja
Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja
yang mempunyai unsur Jenis pekerjaan dan
perintah untuk mendapatkan Upah.

Kata Kunci: upah, pekerja migran

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja.> berarti negara mepunyai
kewajiban melindungi hak-hak tersebut dimana
para warga negara harus diberikan Ilapangan
pekerjaan yang aman dan layak serta diberlakukan
dengan baik dan ditempat dia bekerja tanpa
adanya diskriminasi, dan upah yang diterima
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harus sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan
kontribusi dari pekerja. Namun, tidak semua
daerah di Indonesia memiliki pertumbuhan
ekonomi yang sama, sehingga banyak orang
berpindah tempat kerja demi alasan ekonomi.
Migrasi tenaga kerja sering terjadi dari daerah
yang kekurangan lapangan kerja atau yang
menawarkan gaji lebih tinggi. Ini mencerminkan
ketidakmerataan pembangunan antar daerah,
dimana  penduduk dari  daerah  dengan
pertumbuhan ekonomi rendah cenderung pindah
ke daerah yang lebih baik.

Di Indonesia, migrasi bisa melalui inisiatif
pribadi atau program transmigrasi pemerintah,
terutama untuk mengurangi kepadatan penduduk
dan kemiskinan. Salah satu langkah pemerintah
untuk mengatasi pengangguran adalah mengirim
tenaga kerja ke luar negeri, dengan tujuan ke
negara seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong,
Jerman, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Arab
Saudi.®

Dasar hukum yang secara khusus mengatur
perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
yang mengatur proses mulai dari calon pekerja
hingga menjadi pekerja. Undang-Undang No. 18
Tahun 2017 ini merupakan penyempurnaan dari
Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN), yang
merupakan undang-undang pertama di Indonesia
yang mengatur regulasi mengenai pekerja migran
Indonesia, yang saat itu lebih dikenal dengan
nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 disusun
berdasarkan  prinsip-prinsip  kesetaraan  hak,
demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender,
serta  penanggulangan diskriminasi dan
perdagangan  manusia. Undang-Undang ini
mencakup  berbagai ketentuan. Salah satu
perubahan penting dalam revisi Undang-Undang
No. 39 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No.
18 Tahun 2017 adalah penggantian istilah TKI
(Tenaga Kerja Indonesia) menjadi PMI (Pekerja
Migran Indonesia). Perubahan ini dilakukan
dengan dua alasan: pertama, agar sesuai dengan
terminologi yang digunakan oleh International
Labour Organization (ILO) dalam Konvensi
Pekerja Migran; dan kedua, untuk menghindari
asosiasi negatif yang sebelumnya terkait dengan
istilah TKI.

6 Roza Andriani dan Kenepri. “"Peran Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Bagi Pekerja Migran
Indonesia Di Korea Selatan Pada Program G To G,
Jurnal Sosial Humaniodra, Vol. 2 No.1 (Januari: 2024),
him. 7.
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Pernyataan dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017, khususnya pada bagian
pertimbangan huruf ¢, d, e, dan f, disebutkan
bahwa Pekerja Migran Indonesia di luar negeri
kerap menjadi korban praktik perdagangan
manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa
dan upah yang tidak dibayarkan. Mereka juga
sering mengalami berbagai bentuk kekerasan,
tindakan sewenang-wenang, pelanggaran harkat
dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang
melanggar hak asasi manusia. Oleh karena negara
memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak
warga negaranya yang bekerja di dalam maupun
yang ada di luar negeri, sesuai dengan prinsip
persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial,
kesetaraan dan keadilan gender serta perdagangan
manusia.’

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah
setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
upah di luar wilayah Republik Indonesia.”
Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke
luar negeri, hal ini sangat meguntungkan bagi
pemerintah  indonesia, karena selain  bisa
mengurangi jumlah pengangguran di dalam
negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara.
Namun, dalam kenyataannya, tidak semua tujuan
atau harapan tersebut dapat terwujud dengan baik.
Banyak pekerja migran Indonesia  yang
menghadapi masalah serius, terutama di negara-
negara tujuan seperti Malaysia, Brunei, dan Arab
Saudi, di mana mereka sering kali diperlakukan
dengan tidak semestinya oleh majikan mereka.?

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Pasal 1 Ayat 5 mengatakan bahwa Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya
untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja
Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran
Indonesia dan Keluarganya dalam mewujudkan
terjaminya pemenuhan haknya dalam keseluruhan
kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan
setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan
sosial® Dalam aspek ekonomi tentu menyangkut
atas upah yang layak.

Pemerintah dan pihak terkait berperan aktif
dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-

7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.
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9 Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
menyatakan bahwa pelindungan pekerja migran
Indonesia bertujuan untuk:°

a) Menjamin pemenuhan dan penegakan HAM
sebagai warga negara dan pekerja migran
Indonesia.

b) Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan
sosial pekerja migran Indonesia  dan
keluarganya.

Pembayaran upah pekerja menjadi salah satu
bentuk penerapan menghargai hak manusia untuk
mendapatkan haknya dalam melakukan pekerjaan.
Hakekat Perlindungan dalam Undang-Undang Ini
melindungi setiap Pekerja Migran Indonesia dari
praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja
paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan,
kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta
perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia
seperti upah yang tidak dibayarkan setelah
melakukan pekerjaan.!! Hal ini perlu kita pahami
bahwa pekerja migran indonesia sangatlah rentan
dikarenakan mereka bekerja jauh dari negara
asalnya, rumah serta keluarga dan kerabat maka
hal ini sudah seharusanya menjadi tanggung
jawab negara indonesia dalam memperhatikan
perlindungan bagi pekerja migran indonesia.*?

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 mengenai hak dan kewajiban Pekerja
Migran Indonesia dimana ayat 1f menyatakan
bahwa setiap Calon Pekerja Migran Indonesia
atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak
untuk memperoleh upah sesuai dengan standar
upah yang berlaku di negara tujuan penempatan
dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau
Perjanjian Kerja. Seperti di jelaskan dalam pasal
14 dan 15 mengenai hubungan calon pekerja dan
pemberi Kerja, calon Pekerja Migran Indonesia
memiliki Hubungan kerja antara Pemberi Kerja
dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan
Perjanjian  Kerja yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja
antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran
Indonesia terjadi  setelah Perjanjian Kerja
sebagaimana dimaksud,disepakat dan

10 pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
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ditandatangani oleh para pihak.!* Maka sudah
layak dan pantas bagi seorang Pekerja Migran
Indonesia Mendapatkan hasil dari apa yang sudah
dia lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Data penempatan dan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia untuk periode Januari-Oktober
2024. Beberapa poin penting yang dapat
diperhatikan dalam laporan ini meliputi kenaikan
jumlah penempatan sebesar 2.72% (598), dari
21.968 pada Oktober 2023 menjadi 22.566 pada
Oktober 2024. Penempatan informal mendominasi
dengan kontribusi sebesar 58,38% dari total
penempatan pada bulan tersebut. Adapun
penempatan Pekerja Migran Indonesia pada
Oktober 2024 terkonsentrasi di lima negara, yaitu
Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan
Singapura, yang secara kumulatif mencatat 18,977
penempatan atau 84,1% dari total penempatan.
Disisi lain, data pengaduan pada Oktober 2024
menunjukkan penurunan sebesar 169 aduan, atau
61,45%, dari 275 aduan pada Oktober 2023
menjadi 106 aduan pada Oktober 2024.
Pengaduan terbanyak berasal dari Taiwan, Saudi
Arabia, Malaysia, Myanmar, dan Hongkong
dengan total 67 pengaduan atau 63,20% dari
seluruh pengaduan.**

Pekerja Migran Indonesia, sebagai negara
pengirim pekerja migran, memiliki kewajiban
untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan
internasional  ini  dalam  sistem  hukum
domestiknya. Pengimplementasian Perlindungan
Nasional terhadap hak-hak atas upah yang adil
Pekerja Migran Indonesia sudah ada dalam
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Pekerja Migran Indonesia dilindungi oleh
instrumen hukum internasional yang menekankan
perlindungan hak-hak mereka, baik di negara asal
maupun di negara tujuan. Penerapan dan
pengawasan terhadap implementasi hukum ini
sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak
pekerja migran dapat dipenuhi serta hukum
internasional ini harus di patuhi dan diterapkan
oleh negara pengirim dan negara penerima
Pekerja Migran.

Terdapat banyak kasus di mana Pekerja
Migran Indonesia mengalami perlakuan yang
tidak adil, sehingga memicu  berbagai
permasalahan hukum. Hal ini sering kali terjadi
karena kurangnya perlindungan formal yang

13 Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran.

14 BP2MI, Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Periode Januari-Oktober 2024,
https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-
pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-
oktober-2024. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

disediakan oleh negara. Padahal, negara memiliki
tanggung jawab untuk memberikan perlindungan
kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di
luar negeri. Pekerja migran harus dilindungi
dalam semua hal, seperti memperoleh pekerjaan
di dalam negeri maupun di luar negeri,
melindungi hak-hak dasar mereka, melindungi
keselamatan dan kesehatan mereka, melindungi
upah mereka, dan jaminan sosial. Hal ini
dilakukan untuk memastikan rasa aman,
ketenangan, keadilan, dan kehidupan yang selaras,
serasi, dan seimbang.'® Sebagian besar kasus yang
ada adalah kasus yang dituntutkan oleh orang
individu berduit atau organisasi/lembaga yang
berduit. Sedangkan yang dilaporkan adalah orang-
orang kecil yang menyewa kuasa hukum saja
tidak kuat. Karena itu tidak semua kasus
pelaporan itu jujur dan adil bagi yang dilaporkan.
Ada kalanya pelaporan tersebut demi kepentingan
pribadi yang mengorbankan orang-orang lemah.
Karena itu  pentingnya perlindungan dan
penegakan  hukum untuk  orang yang
terdiskriminasi merupakan suatu hal yang penting,
dimana suatu hukum harus adil diberikan kepada
yang lemah yang tidak berduit, bukan hanya
untuk mereka yang berani membayar dan
semacamnya. Karena sebagai negara hukum
perlindangan dan penegakan hukum harus
ditegakan oleh siapapun, terutama untuk warga
negara yang mendapatkan penyimpangan hukum,
ketidaknyamanan dan ketidakadilan.®

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Upah
Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 20177

2. Bagaimana Pelaksanaan Hak Upah Bagi
Pekerja Migran Indonesia?

C. Metode Penelitian
Secara umum, metode penelitian ini
merupakan penelitian Yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Upah Pekerja
Migran Indonesia Menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017
Landasan Hukum Yang Mengatur

Perlindungan Hukum dari Pekerja Migran

15 Natasya Yadila, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”,Jurnal Media
Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3 (June-September 2024),
him. 433-434.

6 Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum
Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak
Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Marwah:
Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 1,
(2017), him. 123.
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Indonesia  dalam  Pembangunan  nasional
dilaksanakan guna melaksanakan pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat ~ Indonesia  seluruhnya  untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil,
makmur, dan merata. Baik secara material
maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga
kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang
sangat penting bagi pelaku dan tujuan
pembangunan. Sesuai dengan peranan dan
kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan
kontribusinya  dalam  pembangunan - serta
melindungi hak dan kepentingannya sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Pembangunan ketenagakerjaan - harus  diatur
sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan
perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja.'’

Perlindungan terhadap Upah Pekerja Migran
Indonesia yang di atur dalam Konvensi
Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh
Pekerja Migran dan Anggota Keluarga mereka
(International Convention on the Protection of
the Rights of All  Migrant Workers and
Members of Their Families) 1990 dimana dalam
Pasal 25 tertulis bahwa Pekerja Migran berhak
Mendapat hak-hak dan syarat kerja yang layak,
meliputi jam kerja layak, uang lembur, istirahat
mingguan, liburan dengan dibayar, keselamatan
dan kesehatan kerja, jaminan saat PHK, usia
minimum dan syarat kerja lain sesuai praktek
hukum nasional Begitu juga dengan Pasal 28
menegaskan bahwa negara pengirim dan negara
penerima harus memastikan upah yang diberikan
tidak diskriminatif dan layak. '8

Perlindungan terhadap hak pekerja dalam
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur
segala hal yang berkaitan dengan perlindungan
Calon Pekerja dan atau Pekerja Migran Indonesia
dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya
pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan
sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah
bekerja. Termasuk pengaturan mengenai hak upah
pekerja serta keslamatan para pekerja.

Hak dan kewajiban pekerja diatur dalam
pasal 6 undang-undang ini, Peraturan mengenai
Upah bagi Pekerja Migran Indonesia tertuang
diayat 1F yang menyatakan bahwa Pekerja
Migran Indonesia memiliki hak memperoleh upah

17 Koesparmono Isan, Armansyah hukum tenaga kerja : suatu
pengantar (Jakarta : Erlangga, 2016), him.14.

18 United Nations, "International Convention on the
Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Mlembers of Their Families," 1990. UN Treaty Collection.

sesuai dengan standar upah yang berlaku di
negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan
kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja. pasal ini
menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia
harus mendapatkan upah yang adil dan sesuai
dengan standar yang berlaku, baik itu standar di
negara tempat bekerja, kesepakatan internasional
antara negara asal dan negara tujuan, maupun
ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang
mereka tandatangani. Ini untuk melindungi hak
pekerja migran agar tidak dirugikan terkait
masalah pengupahan di negara asing.*°

Penulis berpendapat bahwa dalam pengaturan
hukum mengenai upah khususnya yang bekerja di
luar negeri posisi pemerintah dalam aktualisasi
perlindungan hukum sudah sangat memproteksi
dalam setiap aspek yang mengurusi tentang upah
pekerja tapi seperti permasalahan yang penulis
ambil mengenai kasus seorang Pekerja Migran
bernama Mila (40), asal Purwodadi, Jawa Tengah.
Selama hampir 22 tahun bekerja di Arab Saudi
sebagai Pekerja Rumah Tangga, Mila tidak pernah
menerima gajinya, meskipun sudah dibantu oleh
Pemerintah tapi tetap tidak di berikan. Dengan
tidak membayarkan Upah Pekerja hal itu sudah
melanggar Hak Asasi Manusia, Pengakuan Hak
Asasi Manusia sebagai hak hukum dapat dilihat
dasar legitimasinya melalui instrumen-intrumen
Hukum Internasional seperti dalam Konvensi
Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh
Pekerja Migran dan Anggota Keluarga mereka
beserta beberapa Kovenan yang berkaitan Hak
asasi manusia di bidang Politik, Sosial, Budaya
dan Ekonomi. maupun instrumen hukum nasional
melalui legitimasi Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia dan perundang-undangan
organik lainnya seperti dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi
manusia.

Pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 39
tahun' 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Menyatakan bahwa:

a. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat,
kecakapan, dan kemampuan, berhak atas
pekerjaan yang layak;

b. Setiap orang berhak dengan bebas memilih
pekerjaan yang disukainya dan berhak pula
atas syarat-syarat ketenagakerjaan;

c. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang
melakukan pekerjaan yang sama, sebanding,
setara atau serupa, berhak atas upah serta
syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;

d. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam
melakukan pekerjaan yang sepadan dengan
martabat kemanusiaannya berhak atas upah

19 pasal 6, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
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yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat
menjamin kelangsungan kehidupan
keluarganya

Pasal 1 ayat 5 Perlindungan hukum bagi
pekerja migran dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelindungan Pekerja ~ Migran Indonesia.
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah
segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon
Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja
Migran Indonesia dan keluarganya dalam
mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya
dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja,
selama bekeja, dan setelah bekerja dalam aspek
hukum, ekonomi, dan sosial.

Ketentuan dari pasal dalam Undang-Undang
tersebut menjelaskan bahwa perlindungan pekerja
migran Indonesia mencakup berbagai upaya yang
dilakukan untuk memastikan bahwa calon pekerja
migran, pekerja migran, dan keluarga mereka
mendapatkan hak-hak yang pantas dan dijamin
selama seluruh proses migrasi kerja.

Aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam
perlindungan ini berarti pekerja migran memiliki
hak untuk mendapatkan perlindungan hukum,
kesejahteraan ekonomi seperti upah pekerja, serta
dukungan sosial baik sebelum keberangkatan dan
sesudah.?

Menurut pengamatan Penulis dalam Undang-
Undang ini setiap pekerja atau buruh mendapat
perlindungan dari sebelum bekerja sampai
berakhirnya pekerjaan dan terpenuhi haknya, jika
terjadi masalah pada Pekerja Migran Indonesia
maka harus diselesaikan seperti yang dikatakan
pada pasal 24.

Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7C Perlindungan setelah
bekerja pada pasal 24 ayat 1B menjelaskan
Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah
daerah menyelesaikan hak Pekerja Migran
Indonesia yang belum terpenuhi. Dalam kasus
yang penulis ambil pemerintah sudah coba
membantu pekerja Mila yang terjadi masalah
mengenai upahnya tetapi belum ada tindakan
lebih lanjut dalam kasus ini pekerja belum dibayar
sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Dapat dilihat pada pasal ini menjabarkan
tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 39

Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung
jawab:

a. menjamin perlindungan Calon Pekerja Migran

Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia

dan keluarganya;

20 pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

b. mengatur, membina, melaksanakan, dan
mengawasi  penyelenggaraan  penempatan
Pekerja Migran Indonesia;

c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja
Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran
Indonesia dan keluarganya;

d. membentuk dan mengembangkan sistem
informasi terpadu dalam penyelenggaraan
penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia;

e. melakukan koordinasi kerja sama
antarinstansi  terkait dalam  menanggapi
pengaduan dan penanganan kasus Calon
Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja
Migran Indonesia;

f. mengurus kepulangan Pekerja  Migran
Indonesia dalam hal terjadi peperangan,
bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan
Pekerja Migran Indonesia bermasalah;

g. meiakukan upaya  untuk  menjamin
pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia secara optimal di negara
tujuan penempatan;

Permasalahan mengenai upah sudah sangat
sering terjadi kepada pekerja migran hal itu
dikarenakan adanya beberapa faktor seperti:

1. Banyak PMI yang direkrut melalui jalur ilegal
oleh calo atau agen tak resmi yang
menawarkan pekerjaan dengan iming-iming
gaji tinggi, tetapi tanpa dokumen yang
memadai. %

2. Perusahan yang tidak bertanggung jawab
setelah pekerja bekerja di luar negeri

3. kurangnya  pengawasan  oleh  Badan
Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia
(BP2MI) maupun Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) setelah berada di luar
negeri;

4. Sulitnya akses Berkomunikasi dengan KBRI??
Dari beberapa faktor yang penulis jabarkan

maka pemerintah harus terus memperbaiki

perlindungan terhadap pekerja migran, beberapa
upaya yang dapat dilakukan seperti:

1. Melakukan Pendataan terhadap PMI

2. Memperkuat perlindungan dan aturan hukum
terhadap pekerja migran

3. Meningkatkan pengawasan, mulai dari proses
perekrutan, pemberangkatan hinggah

2l Kopmpasiana.com ”Perlindungan Untuk Pekerja Migran
Indonesia”
https://www.kompasiana.com/kebonpala74/67428beeed64
156e381f6db2/perlindungan-untuk-pekerja-migran-
indonesia Diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

2 Kompas.com "Pekerja Migran Indonesia: Masalah dan
Upaya Perlindungannya"
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pe
kerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-
perlindungannya, Diakses pada tanggal 21 Maret 2024.


https://www.kompasiana.com/kebonpala74/67428beeed64156e381f6db2/perlindungan-untuk-pekerja-migran-indonesia
https://www.kompasiana.com/kebonpala74/67428beeed64156e381f6db2/perlindungan-untuk-pekerja-migran-indonesia
https://www.kompasiana.com/kebonpala74/67428beeed64156e381f6db2/perlindungan-untuk-pekerja-migran-indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya
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penempatan yang dilakukan Perusahaan

Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia

(P3MI).

4. Melakukan Kkerja sama antara KBRI dan
BP2MI dengan agen-agen pekerja migran
untuk memantau keberadaan pekerja migran.

5. Mendorong peran aktif KBRI dalam oprasi
rutin pihak keamanan negara setempat
hinggah PMI yang bermasalah mendapat
perlindungan.?

Menurut pandangan penulis meski sudah di
atur dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017
tentang Perlinungan Pekerja Migran Indonesia,
Undang-Undang ini masih lemah dalam
menangani permasalahan yang sering terjadi
kepada Pekerja Migran Indonesia terlebih masalah
Upah.

Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan
penegakan hukum yang tegas. Pengawasan
mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama
bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum
meliputi sanksi administratif seperti peringatan
tertulis, penghentian sementara sebagian atau
seluruh kegiatan usaha dan pencabutan izin serta
sanksi pidana.

B. Pelaksanaan Hak Upah Bagi Pekerja
Migran Indonesia

Pelaksanaan hak upah bagi pekerja
migran Indonesia (PMI) di luar negeri melibatkan
berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah Indonesia, negara penerima
tenaga kerja, serta badan internasional yang
mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 salah satu
perlindungan yang melindungi Hak dan
Kewajiban dari Calon Pekerja dan Pekerja Migran
Indonesia dalam undang-undang ini sudah tertulis
mengnai hal-hal yang dilindungi dan di dapatkan
oleh Pekerja Migran tapi dapat diketahui bahwa
pemenuhan hak pekerja migran Indonesia atas
upah pada praktiknya masih belum dapat diatasi
dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih
adanya kasus Pengaduan masalah gaji yang
menimpa tenaga Kkerja Indonesia masih terus
terjadi. Hal ini semestinya menjadi perhatian
pemerintan  dalam  menjalin  kerja  sama
internasional terutama dengan negara
penempatan.?*

2 |bid.
2 Kompas, Mediana, Problem Upah Pekerja Migran Perlu
Jadi Perhatian,

https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/02/15/problem
-upah-pekerja-migran-perlu-jadi-perhatian  Diakses 10
januari 2025.

Masalah utama yang dihadapi oleh tenaga
kerja migran Indonesia adalah belum adanya
kesetaraan dalam pemberian standar upah.
Banyak pekerja migran Indonesia yang belum
mendapatkan upah sesuai dengan standar yang
berlaku di negara tempat mereka bekerja. Selain
itu, mereka juga sering kali tidak mendapatkan
hak yang setara dengan tenaga kerja lokal.
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, pekerja migran Indonesia berhak
memperoleh upah yang sesuai dengan standar
yang berlaku di negara penempatan. Namun,
kenyataannya hak-hak ini  masih  sering
terabaikan.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak
tersebut, pemerintah pusat memiliki tanggung
jawab besar, sebagaimana diamanatkan dalam
undang-undang  tersebut, untuk  menjamin
perlindungan yang maksimal bagi pekerja migran
Indonesia di negara tujuan. Salah satu langkah
konkret yang dapat diambil adalah dengan
menyusun kebijakan yang mengatur perlindungan
pekerja migran, termasuk pemenuhan hak atas
upah yang layak. Selain itu, pemerintah Indonesia
juga diwajibkan untuk menjalin kerja sama
dengan negara-negara tempat penempatan tenaga
kerja migran. Hal ini dilakukan melalui koordinasi
dengan kementerian terkait dan negara tujuan
untuk memastikan hak-hak pekerja migran,
terutama hak atas upah, terlindungi dengan baik,
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia.

Landasan hukum perlindungan Pekerja
Migran Indonesia dimaksudkan sebagai tempat
untuk menemukan ketentuan-ketentuan atau
aturan-aturan mengenai segala sesuatu yang
menyangkut mengenai Pekerja Migran
Indonesia®

Adanya pengaturan hukum internasional
yang melindungi hak pekerja dalam pemenuhan
hak asasi pekerja untuk mendapatkan imbalan dari
pekerjaan yang telah mereka lakukan sudah
seharusnya sangat melindungi hak mereka.
Seperti hal dengan kasus pengabaian hak upah
yang terjadi dengan 3 Awak Kapal Perikanan
(AKP) Migran.

Kasus ini bermula ketika ketiga AKP Migran
tersebut bekerja di kapal penangkap ikan, lalu
pada periode Mei hingga Agustus 2024 masa
kerja, gaji mereka yang sebesar USD 8.000 atau
setara dengan Rp. 121.600.000 tidak dibayarkan.
Selain itu, pada periode Juli hingga Agustus, para

% bid, him. 22.


https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/02/15/problem-upah-pekerja-migran-perlu-jadi-perhatian%20Diakses%2010%20januari%202025
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/02/15/problem-upah-pekerja-migran-perlu-jadi-perhatian%20Diakses%2010%20januari%202025
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/02/15/problem-upah-pekerja-migran-perlu-jadi-perhatian%20Diakses%2010%20januari%202025
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AKP ini mengalami penelantaran karena tidak
diberikan stok makanan yang memadai. Mereka
terpaksa memancing dan meminta bantuan
makanan dari kapal lain yang bersandar di
pelabuhan Trinidad dan Tobago untuk bertahan
hidup.

Kondisi ini diperparah dengan adanya
ancaman pemotongan gaji jika mereka menolak
bekerja di kapal lain, bahkan dua dari mereka
sempat dipindahkan ke kapal berbeda tanpa
menerima upah hal tersebut melanggar Perjanjian
Kerja Laut (PKL). Melalui intervensi organisasi
DFW (Destructive Fishing Watch) Indonesia,
laporan terkait kondisi para AKP Migran ini
diajukan kepada Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian
Ketenagakerjaan RI.

Pada 17 September 2024, ketiga AKP
Migran berhasil dipulangkan ke Indonesia dan
dirujuk kepada DPC SBMI Tegal untuk
pendampingan lebih lanjut terkait upah mereka
yang belum dibayar, Proses bipartit yang digelar
dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Direktur
PT. Kunindo Atlantik International, Caswadi,
S.T., perwakilan dari ISMAA (Indonesian Ship
Manning Agents Association), perwakilan dari
BP2MI, DFW Indonesia, dan DPC SBMI Tegal
beserta ketiga AKP Migran Indonesia yang
mengalami gaji tidak dibayar.

Dalam perundingan tersebut, PT. Kunindo
Atlantik International menyatakan kesediaannya
untuk membayar penuh gaji yang belum
dibayarkan = kepada  ketiga AKP  Migran,
sebagaimana tuntutan para AKP Migran yang
tertuang dalam surat perundingan bipartit
tertanggal 8 Oktober 2024. Dalam suasana
perundingan yang berlangsung cepat dan
konstruktif, perusahaan menyerahkan gaji sebesar
USD 8.000 atau setara dengan Rp. 121.600.00
secara tunai kepada ketiga AKP Migran, sekaligus
menandatangani nota perdamaian yang menjadi
akhir dari perselisihan ini.?®

Penulis berpendapat bahwa kasus 3 awak
kapal sangat jelas perusahan telah melakukan
pembiaran dengan tidak membayar upah pekerja
migran  sehingga ada upaya-upaya Yyang
merugikan pekerja migran tersebut karena dalam
pemenuhan hak untuk mendapatkan upah jelas
tertulis dalam perjanjian kerja antara pemberi
kerja dan pekerja, seperti yang dijelaskan pada
pasal 1 ayat 14 tentang Perjanjian Kerja,
perjanjian tertulis antara Pekerja Migran
Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat

2 SBMI, Kasus Pengabaian Hak Upah AKP Migran: DPC
SBMI Tegal Dampingi Proses Bipartit Berakhir Dengan
Kesepakatan Bersama,di akses pada tanggal 26 febuari
2025.

kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta

jaminan keamanan dan keselamatan selama

bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penulis juga melihat bahwa
pemerintah melakukan tindakan upaya dalam

Pengaduan Melalui intervensi organisasi DFW

Indonesia yang melaporan terkait kondisi para

AKP Migran ini dan diajukan kepada Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Sehingga

ketiga AKP Migran berhasil dipulangkan ke

Indonesia dan dirujuk kepada DPC SBMI Tegal

untuk pendampingan lebih lanjut terkait upah

mereka yang belum dibayar hinggah pada akhinya
hak mereka sebagai Pekerja Migran Terpenuhi.

Terdapat tiga jenis perjanjian kerja yang
diakui dalam Undang-Undang PMI yaitu:

1. Perjanjian kerja sama penempatan, adalah
perjanjian tertulis antara P3MI dengan mitra
usaha atau pemberi kerja yang memuat hak
dan kewajiban setiap pihak dalam rangka
penempatan dan pelindungan PMI di negara
tujuan penempatan.

2. Perjanjian penempatan pekerja  migran,
Adalah perjanjian tertulis antara pelaksana
penempatan PMI (BP2MI, P3MI atau
perusahaan yang menempatkan PMI untuk
kepentingan perusahaan sendiri) dengan
CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap
pihak dalam rangka penempatan PMI.

3. Perjanjian kerja, Adalah perjanjian tertulis
antara PMI dengan pemberi kerja yang
memuat syarat Kkerja, hak, dan kewajiban
setiap pihak, serta jaminan keamanan dan
keselamatan selama bekerja. Perjanjian kerja
dapat diperpanjang di hadapan pejabat yang
berwenang di kantor perwakilan RI yakni
atase ketenagakerjaan, pejabat dinas luar
negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat
yang memiliki kompetensi dan ditugaskan.?’
Dikarenakan banyak permasalahan yang

terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia maka

Pemerintah telah membuat Peraturan Badan

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6

Tahun 2024 Pelayanan Penyelesaian

Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia

dan Pekerja Migran Indonesia. Dimana dalam hal

Menimbang ayat a menyatakan bahwa untuk

memberikan pelindungan yang menyeluruh bagi

calon pekerja migran Indonesia dan pekerja
migran Indonesia khususnya dalam fasilitasi
penyelesaian permasalahan yang dihadapi calon
pekerja migran Indonesia dan pekerja migran

27 Annisa Erou, Memahami Kerangka Undang-Undang 18
Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, Legal Researcher,Greenpeace Indonesia
(Februari 2020) him. 5.


https://sbmi.or.id/kasus-pengabaian-hak-upah-akp-migran-sbmi-dampingi-proses-bipartit-berakhir-dengan-kesepakatan-bersama/
https://sbmi.or.id/kasus-pengabaian-hak-upah-akp-migran-sbmi-dampingi-proses-bipartit-berakhir-dengan-kesepakatan-bersama/
https://sbmi.or.id/kasus-pengabaian-hak-upah-akp-migran-sbmi-dampingi-proses-bipartit-berakhir-dengan-kesepakatan-bersama/
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Indonesia sebagai upaya pemenuhan haknya baik
sebelum, selama, maupun setelah bekerja, perlu

diatur

mengenai  pelayanan pengaduan dan

penanganan permasalahan calon pekerja migran
Indonesia dan pekerja migran Indonesia.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud:

Pasal 1

1.

Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat
sebagai pencari kerja yang akan bekerja di
luar negeri dan terdaftar di instansi
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga
negara Indonesia yang akan, sedang, atau
telah melakukan pekerjaan dengan menerima
upah di luar wilayah Republik Indonesia.
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah
segala upaya untuk melindungi kepentingan
Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya
dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan
haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum
bekerja, selama bekeda, dan setelah bekerja
dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yang selanjutnya disebut
Sisko  P2MI adalah sistem pelayanan
administrasi penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia.

Petugas  Penerima  Pengaduan  adalah
pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan tugas
menerima  dan  mencatat  pengaduan
permasalahan ~ Calon  Pekerja  Migran
Indonesia/Pekerja Migran Indonesia serta
memberikan informasi yang dibutuhkan.
Petugas Penanganan Permasalahan adalah
pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara yang
ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas memfasilitasi
penyelesaian permasalahan Calon Pekerja
Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.
Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya disebut Keluarga adalah suami,
istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan
karena  putusan  dan/atau penetapan
pengadilan, baik yang berada di Indonesia
maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran
Indonesia di luar negeri.

Pendamping Hukum adalah orang yang
memberikan jasa hukum atau kompeten
dalam bidang hukum yang ditunjuk oleh
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
dalam rangka penanganan permasalahan
Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja
Migran Indonesia.

10.

11.

12.

13.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
yang selanjutnya disebut BP2MI adalah
lembaga pemerintah nonkementerian yang
bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam
pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia secara terpadu.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan
Republik  Indonesia  adalah  perwakilan
diplomatik dan perwakilan konsuler Republik
Indonesia yang secara resmi mewakili dan
memperjuangkan kepentingan bangsa, negara,
dan pemerintah Republik Indonesia secara
keseluruhan di negara tujuan penempatan atau
pada organisasi internasional.

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang
selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga
ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan
di Taipei.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI
adalah unit pelaksana teknis di lingkungan
BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI
adalah badan usaha berbadan hukum

perseroan terbatas yang telah memperoleh izin
tertulis dari pemerintah  pusat untuk
menyelenggarakan pelayanan penempatan
Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

A

Pelayanan penyelesaian permasalahan Calon
Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran
Indonesia dilaksanakan melalui:

a. layanan pengaduan; dan

b. penanganan permasalahan.

Pelayanan penyelesaian permasalahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat:

a. sebelum bekerja;

b. selama bekerja; dan

C. setelah bekerja.

Pelayanan penyelesaian permasalahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh BP2MI berkoordinasi dengan
kementeriaan/lembaga/ pemangku
kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengaduan Permasalahan dapa dilakukan

melalui kanal penaduan. Kanal pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sisko P2Ml;

b. pengaduan secara manual,

C.

media sosial resmi BP2MI atau media sosial
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resmi BP3MI; atau

sistem informasi yang dimiliki oleh
kementerian/lembaga dan/atau  pemangku
kepentingan terkait melalui kerja sama yang
dilaksanakan dalam bentuk interoperabilitas
data.?®

Jika ingin mengadu ada beberpa kontak yang

menyediakan layanan Penaduan Pekerja Migran
Indonesia (PMI), antara lain: 2

1.
2.
3.
4.

5.

Pelayanan Pengaduan PMI (Crisis Center)
BP2MI.

Kementrian Luar Negeri

Kementrian Sosial

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)
Bareskrim Polri.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

A. Kesimpulan

1.

Pengaturan  Perlindungan  Upah  dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di
atur dalam beberapa pasal dimana Upah
menjadi hak dari Pekerja Migran yang
melakukan pekerjaan di luar negeri, setiap
Pekerja Migran yang melakukan Pekerjaan
berhak mendapatkan upah yang layak dan adil
sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan,
dan Negara dan Pemerintah jelas harus
menjamin melindungi hak-hak dari setiap
warga negara yang melakukan pekerjaan
diluar negaranya seperti tertuang dalam Pasal
1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia.  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia adalah segala upaya untuk
melindungi  kepentingan Calon Pekerja

Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran
Indonesia dan keluarganya dalam
mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya
dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja,
selama bekeja, dan setelah bekerja dalam
aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Pelaksanaan Upah bagi Pekerja Migran diatur
dalam perjanjian kerja yang ada dari pemberi
kerja dan penerima kerja sesuai dengan yang
tertuang dalam undang-undang pasal 14
undang-undang 18 tahun 2017 tentang
perlindungan pekerja  Migran Indonesia
Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan
Pekerja Migran Indonesia  berdasarkan
Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur Jenis

28 peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nomor 6
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1.

pekerjaan dan perintah untuk mendapatkan
Upah. Upah PMI biasanya dibayarkan dalam
bentuk mata uang negara tempat mereka
bekerja. Pembayaran umumnya dilakukan
setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan
dalam kontrak Kkerja. Beberapa negara
memiliki sistem pembayaran yang lebih
teratur dan aman, seperti melalui transfer bank
atau sistem pembayaran elektronik lainnya.
Namun, di beberapa negara, terdapat praktik
di mana pekerja migran mendapatkan upah
secara tunai atau dibayar dalam bentuk
fasilitas lainnya.

Saran

Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan
upaya pelindungan para Pekerja Migran
Indonesia di luar negeri khusunya di negara
tujuan dengan melakukan pendataan PMI,
Memperkuat perlindungan dan aturan hukum
terhadap pekerja migran Meningkatkan
pengawasan, mulai dari proses perekrutan,
pemberangkatan hinggah penempatan yang
dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI). Melakukan Kkerja
sama antara KBRI dan BP2MI dengan agen-
agen pekerja migran untuk memantau
keberadaan pekerja migran serta mendorong
peran aktif KBRI dalam oprasi rutin pihak
keamanan negara setempat hinggah PMI yang
bermasalah mendapat perlindungan. Dalam
pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia  dibutuhkan  pengawasan dan
penegakan hukum yang tegas. Pengawasan
yang mencakup pelindungan sebelum bekerja,
selama bekerja, dan setelah bekerja.
Penegakan hukum seperti sanksi administratif
dan sanksi pidana.

Meski sudah tertuang dalam perjanjian dan
peraturan-peraturan nasional dan hukum
internasional  pemerintah  harus  lebih
memperhatikan secara langsung dan rutin
mengecek mengnai pembayaran upah Pekerja
Migran Indonesia setiap bulannya, membuat
pelaporan mengenai Upah dari Pekerja
Migran Indonesia yang sudah terbayarkan dan
belum agar tidak terjadi masalah-masalah
seperti keterlambatan pembayaran upah atau
masalah menyangkut hak-hak pekerja migran
Indonesia.
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